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INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 16 /INST®/ 2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di

Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini menginstruksikan:

Kepada 1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Sleman
3. Bupati Bantu!
4. Bupati Kulon Progo
5. Bupati Gunungkidul
Untuk
KESATU . Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) Level 1 sampai dengan tingkat Rukun
Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi
penyebaran COVID-19.

KEDUA - PPKM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Daerah
Istimewa Yogyakarta.

KETIGA © PPKM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang
terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan
Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa),
Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

(Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan

Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping,

Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

PPKM dilakukan dengan:

a. membentuk Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan agar
lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan
pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun
tetangga (RT); dan

b. membentuk Posko Kemantren/Kapanewon untuk melakukan
supervisi atas laporan Posko tingkat Kalurahan dan
Kelurahan.

Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk

menjadi  Posko  penanganan  COVID-19  di  tingkat

Kalurahan/Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

a. pencegahan;

b. penanganan;

c. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat
Kalurahan/Kelurahan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

Diktum KELIMA, Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan

berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat

Kemantren/Kapanewon, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19

Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam

Negeri.

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat

Kalurahan dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Kalurahan dan

Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur

Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Posko tingkat Kalurahan/Kelurahan diketuai oleh Lurah yang

dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kalurahan/Kelurahan

dan mitra lainnya dibantu oleh Satlinmas, Babinsa,

Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

PPKM dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat

dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau



pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor
HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
maksimal 100% (seratus persen) WFO bagi pegawai yang
sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli
Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi,
bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan
lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada
pelayanan fisik dengan pelanggan (customer))

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan
dengan pelanggan (customer) dan berjalannya
operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator
seluler, data center, internet, pos, media terkait
dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana
pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen
lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib
memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan
teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas
maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi
yang berkaitan dengan pelayanan kepada
masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk
pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung
operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c¢) dapat
beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus

persen) staf, dan



c)

d)

untuk huruf d):

(1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna
melakukan skrining terhadap semua pegawai dan
pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam
aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali
tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

(2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);

(3) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang
pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang
pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom
diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli
Lindungi dan kapasitas maksimal maksimal 100%
(seratus persen), serta penyediaan makanan dan
minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang
rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan
kapasitas besar/ballroom diizinkan hidangan
prasmanan,

untuk huruf e):

(1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift
dengan kapasitas maksimal 100% (seratus
persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas
produksi/pabrik;

(2) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan
administrasi  perkantoran guna mendukung
operasional;

(3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan
dengan menerapkan protokol kesehatan;

(4) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk
pengaturan masuk dan pulang; dan

(5) makan karyawan tidak bersamaan,

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan

teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi:

kritikal seperti:

kesehatan;

keamanan dan ketertiban;

penanganan bencana;

energi,

logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk
kebutuhan pokok masyarakat;

makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk






